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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

Meﬁgingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 3 TAHUN2013 -

TENTANG

| RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU

bahwa dalam rangka menunjang ketertiban,

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan serta kelestarian lingkungan

‘diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan

kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi
persyaratan laik jalan;
bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor

~ yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

perlu  dilakukan pengu_llan serta pengawasan
operasional;

bahwa pengujian kendaraan bermotor memerlukan = - -
sarana dan prasarana yang ‘termasuk dalam -

pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, sehingga kepada pengguna jasa pengujian

~dapat dipungut retribusi;

bahwa dengan berlakukannya Undang—Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten

‘Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pengujian Kendaraan Bermotor perlu  diganti
dlsesualkan kembali; S . :

. bahwa berdasarkan pertimbangan | sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d, perlu membentuk Peraturan Daerah tcntang |

' 'Retnbum Pengujian Kendaraan Bermotor,

Pasal 18 Ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1945

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Ncga.ra Republik
Indonesia Nomor 1820};

1



' 3

' dengan- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 -
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang =
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan =~ =
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. -~

Undang—Undang Nomor 8 - Tahun 1981 tentang
+ Hukum Acara Pidana {Lcmbaran - Negara Repubhk_: SR
Indonesia Tahun 1981 Nomor -76, ~Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 3209), -

- Undang Undang - Nomor 32 Tahun 2004 tentang"'-..:'-- o
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik . -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, -‘Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),;

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara' o
Repubhk Indonesia Nomor 4844), o :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang'.

Penmbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm,

. - Nomor 4438);

4U1:1dang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 -tentallig .
Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik- :
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

' Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4444]

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laiuf:_-'__'.
- Lintas dan Angkutan Jalan  (Lembaran Negara -~ -

~ Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 96,
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
- Nomor 5025], SN

Un_dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang '~
" Pajak . Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran . = -
. .Negara Republik Indonesia Republik Indonesia -«
- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran =
Negara Republik Indonesm Repubhk Indones1a“ S
) N0m0r5049), o AR

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang'-_.;_
Pembentukan = Peraturan Perundang~undangan A
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 &
~ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhkfff R

kR Indones1a Nomor 5243);

- 10.

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983'.._ FRET
~ tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum .
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia .~ -~
~ Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara -
_ Repubhk Indone31a Nomor 3258), sebagalmana telah - -
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'dlubah ‘dengan Peraturan Pemermtah Nomor 58

.:-_-_:'--_Tahun 2010 tentang Pcrubahan 'Atas.’ Peraturan
" ‘Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang. - -
Pelaksanaan Kitab Undang—Undang Hukum Acara = @ -

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

11,

12,

~ '2010 Nomor 90, Tambahan: Lembaran Negara-_' "

Republlk Indonesia Nomor 5145

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun | 1993' B
tentang Angkutan Jalan {Lembaran, Negara Republik = e
Indonesia Tahun- 1993 Nomor = 8,. Tambahan S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 “Tahun 1993

tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 -
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor e

3528);

13.

14,

Peraturan Pemerlntah Nomor 43" Tahun 1993:"7 o
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran' S
Negara Republik Indanesia Tahun. 1993 ‘Nomor 63, -

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 teiltang : _
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara =~
Republik Indonesia Tahun 1993 - Nomor .64, =

) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)

15.

16.

Peraturan Pemerintah - Nomor 58 - Tahun 2005. PR
tentang Pengelolaan Keuangan ‘Daerah (L{-::mb:slran= B

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonc—:sm S

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 . - -
fentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan' : _
Penyelenggaraan . Pemerintahan Daerah (Lembaran.- =~
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, S
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm RO

. Nomor 4593);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 .. )
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia = =~

Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara -

_ Repubhk Indonesia Nomor 4655),

: 18.

'Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 _
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara -

Pemerintah, - Pemerintahan . Daerah - Provinsi - dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran- -

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran - Negara Repubhk Indoncma"_ S

, Nomor 4737),

19,

Peraturan Pemerintah ' Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
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S Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran‘;_
~_ Negara Repubhk Indones1a Nomor 5161) C

| Dengan Persetujuan Bersama

--_.__DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU B

dan

BUPATI KAPUAS HULU

- MEMUTUSKAN : .

. Menetapkan  : PERATURAN  DAERAH  TENTANG ~ RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. .

BABI
_ KETENTUAN UMUM
o Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, | yang dimaksud dengan: |

6. Instansi adalah Dmas/Badan/Kantor/Lembaga yang tugas pokok dan

8 . Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. _ R
2.-'..,'_-.3}.Pemenntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Sebagal unsur o

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu _

:_‘:- 3.  - Dewan Pewakﬂan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD.:"' S |

' 'adalah Dewan Perwakllan Rakya* Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

o 4. Bupati adalah Bupat1 Kapuas Hulu.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunﬂcam 'dan Informati'k'a:' L
-Kabupaten Kapuas Hulu. ’ o j S

“fungsinya meIaksanakan pemungutan retribusi pengupan kendaraan' e
_bermotor _ ‘ ‘ o o

7. : Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

8. Pemenksaan kendaraan bermotor adalah serangkalan keglatan mencan o

-mengumpulkan mengolah dan/atau mencari keterangan lainnya untuk

- menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang retribusi pengujian
- kendaraan bermotor dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan RERES

:'perundang—undangan yang berlaku.

' 10. Pengujlan kendaraan bermotor adalah serangkalan keglatan mengu_n'

dan/atau memeriksa bagian- bagian dan fungsi kerja opérasional suatu
-.sistem'dalam kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, :

_' Insentlf Pemungutan Pa]ak Daerah da.n Retr1bus1 .
" Dacrah (Lcmbaran ‘Negara Republik Indonesia . .



' dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan tekms dan

| 5'.-1a1k_}alan*_

1L

12

'__Pengu_u adalah setiap Pegawau Negen Slpﬂ yang telah menglkutl dan
-+ dinyatakan lulus. pendldlkan dan latihan serta memiliki lmahﬁka31 teknis .
dalam bidang ‘pengujian ‘kendaraan' bermotor yang dmyatakan dengan
‘sertifikat serta tanda kuahﬁk331 teknls sesuai dengan Jenjang kuallﬁkam_

yang dltentukan _ 4 L R
Kendaraan bermotor adalah setlap kendaraan yang dlgerakkan oleh

) peralatan mekanlk berupa mesin selam kendaraan yang dlgerakkan dlf-' :

- atas rel. .

13,

_Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang’ dlsedlakan

. untuk dlpergunakan oleh umum dengan dlpungu.. bayaran

g

Kendaraan ‘khusus adalah kendaraan bermotor yang dlrancang khusus
~yang - -memiliki fungsi - dan rancang’ bangun tertentu, antara  lain . -
- Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan bermotor = -

" Kepolisian Negara Republik Indone31a alat berat antara lain bulldozer,

16

. traktor, mesin gilas (stoomwaltz) forklift, Ioader excavator dan crane;
- serta kendaraan khusus penyandang cacat. e :
_Kendaraan ‘wajib uji adalah setiap - kendaraan yang berdasarkan :
- peraturan perundangundangan yang berlaku wa_]lb dilakukan pengu31an

untuk menentukan kelmkan jalan.

Pengu_nan berkala yang selan_]utnya disebut uji berkala adalah pengu_]lan -

B __"_jkendaraan bermotor W&_]lb u_]1 yang dﬂakukan secara berkala

o

18,

U_n ulang adalah pengu_]lan berkala terhadap kendaraan yang melakukan
o suatu pelanggaran dan d11aksanakan berdasarkan surat perintah pengu_u e

Laik _]alan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang -

" harus d1penuh1 agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya .

T ~ pencemaran udara dan keblsmgan hngkungan pada waktu dlopera31kan SRS
- _'.dl_]a]an . , o _ . S

o 19 ‘Penilaian. tekms adalah hasil peni ilaian "'cerhadap' ko'mponcn?kompdhen

kendaraan ‘yang akan dlhapuskan dan / atau tldak dlopera31kan di Jalan

Buku u31 berkala adalah tanda buktl Tulus uji- berkala berbentuk buku_ R
e ber181 data dan legitlmasl hasil penguﬁan sctlap kendaraan ‘Wa_]lb wi.

: Tanda u_]l berkala kendaraan yang selanjutnya dlsebut tanda wji, berkala
adalah tanda bukti uji lulus berkala berbentuk pelat berisi data mengenai

o kode wilayah pengujian, .nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang

23.
. adalah .berat maksimum kendaraan. bermotor berikut rnuatannya yang

o dlpasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.

"5‘:'_3_2_'2".",.Tanda sampmg ‘adalah tanda yang dlpasang pada ‘badan kendaraan : L

E {bermotor Wajlb uji baik berupa cat atau stiker.

~Jumlah berat barang dlperbolehkan ‘yang selanjutnya dlsebut JBB'

aous dlperbolehkan menurut rancangannya.

:' Jumlah berat kombmam yang dlperbolehkan selanjumya d1sebut JBKB'
~ . adalah berat’ maksimum - rangkaian . kendaraan bermotor berxkut
o muatannya yang dlperboiehkan menurut rancangannya _



e
" 'barang yang dirancang untuk ditarik dan sebag1an bebannya dltumpu: "

oo 25

Jumlah berat yang duzmkan adalah berat maksnnum kendaraan

g bermotor ber. umt mudtatmya yang uu_.uu(a_n ber (_ld:-\dl kdﬂ kelas Jauan yang:
"dllalm o T

Jumlah berat kombma51 yang dnzlnkan adalah berat maks1mum- :
'rangkaldn kendaraau bermotor bem{m muatannya yang uumnkan _

bcrdasarkan kelas Jalan yang dilalui.

Mobil _penumpang adalah - kendaraan bermotor angkutan orang yang

‘memiliki- tempat duduk maksimal 8 {delapan) orang, termasuk untuk

- pengemud1 atau yang beratnya tidak lf:blh dar 3.500 (tlga ribu hma ratus)

SR | _-ﬁlﬁlogram
Coooss

Mobﬂ bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memlhk:t e
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk peﬂgemuch

atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus} kilogram.

. ’\robﬂ bauang adalah kendmaan bermotor yang digunakan untu" ‘

angkutan barang.

Kereta gauu\,ng ~adalah suatu alat yang diperguuakau untuk
_mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh a.lat itu sendiri

7' -_ dan dlrancang Lurtuk d1tar1k oleh kendaraan bermotor

Kereta tempelan adalah suatu alat yang d1pergunakan untuk mengangkut

.3--:3_'oleh kendaraan bermotor penarﬁ(nya

a9

33, -
,;_adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah rembu51-'
R _-'yang tErutang _ .
.7 surat yang digunakan oleh Wa_]lb Retribusi untuk melakukan pembayaran .

38,

_'Rembum Daerah adalah pungutan daerah sebaga1 pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan-

.oleh Pemenntah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sarau {thtapan Retribusi. Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKRD

Surat Setoran Retnbum Daerah yang selan_]utnya dlslngkat SSRD adala.h 3

atau penyetoran Retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat -

_ pembayaran lain yang dltetapkan oleh Bupati.
 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dlsmgka.. STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sank31 adnnmstra31

. -__berupa bunga dan atau denda.

Surat’ Ketetapan Retnbu31 Daerah Lebih Bayar yang selan_jutnya dlsmgkat_
SKRDLB adalah  surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

. kelebihan' pembayaran retribusi karena jumlah - kredit retribusi leblh |
‘bayar dari pada retribusi terutang atau seharusnya terutang '

.'anbat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
o daerah sesual dengan peraturan penmdang—undangan yang berlaku.

Badan : ada}na.h sckumpulan orang dan / atau modal yang merupakan
kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

- usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN]j, atau Badan Usaha Milik

| -+ Daerah {BUMD]) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongs1,

N koperas: dana pens1on persekutuan perkumpulan, yayasan orgamsam o

6



36.
. yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lamnya yang
- dapat d1n1kmat1 oleh orang pribadi atau Badan = _

massa organ1sa51 somal pohuk atau organ1sa51 lamnya, Iembaga dan

bemun: badan Iamnyd Lt,l‘mabIln nulhl‘ru& 11‘1VCSL&SI kOlt,KLh dan bentun
usaha tetap. . : '

Jasa adal cglatan Temerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan.

Retnbu31 Pengu_}ian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dlsebut -
" retribusi adalah’ pungman sebagai pembayaran atas pelayanan pengujlan

o kendaraan bermotor ya_ng diselenggarakan oleh’ Pemermtah Dael ah.

Wa_]lb Retnbusx adalah orang pribadi atau Badan yang menurut pcraturan

pemndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

o retnbu31 termasuk pemungut atau pemotong retnbu31 tertentu

42,
"% * Daerah’ untuk’ ‘tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
: d1n1k:matr orang pnbadr atau badarn. S : : e

43
. data objek dan ‘subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi-yang

Jasa umum addlah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemenntah

-Pemungutan adalah Suatu rangkaian keglatan muldl dan penghimpunan

" ‘terutang sampai kegiatan penaglhan retmbusu kepada wajib retribUSI serta

- pengawasan penyetoran

44. -

Pemerlksaan adalah serangkalan kegiatan manguxmpun dan ﬂengalah

. 'data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan

i 3_-"profes1ona1 berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji -

. kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ' daerah dan retribusi

o daerah. dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka ' melaksanakan

" ketentuan’ peraturan - pﬂrundang undangan perpajakan daerah dan"

o ret_ﬁbl..31 daerah

45.

-Penyldlkan tindak pldana di bidang perpajakan daerah dan retnbus1
‘adalah . serangkaian tindakan yang dilakukan olch penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retrlbus1 yang- |

ter_]adl serta menemukan tersangkanya

(1)
L --_a.-membenkan jaminan keselamatan secara tekms terhadap penggunaan '
.- kendaraan bermotor di Jalan -

O BaBm
 MAKSUD DAN TUJUAN
e o . Pasal 2 - B _
Maksud dﬂaksanakan pengu_]lan kendaraan bermotor adalah untuk

:b;'_melestankan hngkungan dari pencemaran yang dlalqbatkan oleh
" " penggunaan kendaraan bermotor di jalan; -

c 'memberﬂcan pelayanan umumn kepada masyarakat

(2] Tu_luan dﬂaksanakan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk

a. mencegah atau memperkecil terjadinya kecelakaan - ‘yang altlmbulkan
oleh kekurangan persyaratan tekms yang dlketahu.l dan dapat dlduga -

B akan menimbulkan. bahaya;

b memehhara kondlsl Jalan dan jembatan dan beba.n keleblhan muatan



=

C. mengurang1 dampak negatif pencemaran udara dan _kebis'i_ngan L

o nngKungan saat Keqaaraan bermotor aloperasﬂ{an di jalan e

e BAB Il - o
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
" Bagian Kesatu | -
S1stem Pengujlan Kendaraan Berrnotor
' Pasal 3. RN

' 3_"'peraturan perundang—undangan yang berlaku

(2)

[r‘f»..@ a0 o

o :L o -"c_r*sn

Slstern pengujian kendaraan bermotor sebagmmana dlmaksud pada ayat
_ (1) addlah Pcngujla_n bez kdla kendar aan bex motm S '

Persyaratan yang harus dlpcnuhl untuk pcngu_11an awal ada.lah
- sertifikat lulus uji ‘ypc, : .
. keterangm bebasyjil;

fotocopy STNK; B
- fotocopy KTP sesuai. dengan STNK o
_kendaraan datang’ d1tcmpat pcngu_]lan dan o
z,leluuam blava Dengupan awal. _

Persyaratan yang harus d1penuh1 untuk u_11 berkala adalah
- buku uji asli; : _
;" fotocopy S’I‘NK _

fotocopy KTP sesuai dengan STNK _

« -kendaraan damng ditempat pC"lgu_]iaﬁ, ‘dan

,:___mﬂlunam biaya u31 berkala S

o Pasal 4

_ nersvaratan teknis dan la1k jalan.

@

~dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor Wa _]1b meiakukan

'Untuk memenuhl persyaratan tekms dan - laik _]alan sebagalmana_ R

- pengujlan

@

Pengupan kendaraan bermotor Sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) .

- dilakukan dengan ‘penelitian pengujian kendaraan bermotor: secara . o
- berkala- oleh tenaga penguji yang memiliki kuahﬁka31 tekms sesual

| ._ 5 dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku

= (I)Dalam rangka memngkatka_n kctertlban dan keselamatan lalu hntas dan' - .

S angkutan jalan, serta kelestarian llngkungan Pemerm.tah ‘Daerah
‘. “menyelenggarakan sistem pengujian kendaraan bPrmoth .scsual denoar!’

: Setlap kendaraan bermotor nnhk perorangan atau badan usaha yang._ R

o

: _beroperasmnal di jalan  dalam mlayah daerah harus memenuh1 Lo

-Persyaratan teknis dan laik jalan sebagalmana dunaksud pada ayat (1)
i Har*as sesuai denga,n rancang baﬁgun yaﬁg budah dltetd.pk o -



e
dlkecuahkan untuk : SR
. a. kendaraan bcunotm opelablonal milik ’I‘enta,ta Nasmndl Indonesx&

. =g

Bagian Kedua e
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan "
' Pasal 5

1) - Persyaratan teknls kendaraan bermotor sebagajmana dunaksud dalam ol

o a._ f-‘-"s"ﬂan

) -'pex_'lengkapan;

.. karoseri {bodyj; dan

b
_¢. -ukuran;
d
e

Tw i“?.ds:m _cj*s:"

w

- ayat (3), meliputi kendaraan

el rancangan tekms kenda:ﬁan bermotor sesuai dengan peruntukannya c

PerSyaratan laik jalan kendaraan bermotor sebagalmana dlmaksud dalam : S
 Pasal 4 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik _]alan yang mehpuu .

“emisi gas buang kendaraan bermotor;
tmgkat kebisingan;-
kemampuan rem utama;
kemampuan rem parkir;
- kincup roda depan;
kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
. akurasi alat penunjuk kcccpaLaﬁ dan
. kedalaman alur ban.

Pasal 6

Pengu_uan kendaraan bermotor sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 :

a. mobil bus; :

b. mobil penumpang umum;

c. mobil barang;

d. kercta gandengan dan kereta tempelan dan
ei,. j_kereta penank [head tractor), e

'Pengupan terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta =
~tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mehputl uji
kcmumpuan rem, kedalamarl alur ban, dan u_]l sistem lampu. .

Bagian Ketiga
Pengu_uan Berkala Kendaraan Bermotor
Pasal 7

| Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1):-:" :

wajib dﬁakukan pengu_uan secara berkala.

Pengupan kendaraan bermotor sebagaumana dlmaksud pada ayat (1}

dan/atau = Kepolisian Republik Indonesia;

b kendaraan bermotor dalam keadaan rusak: berat da.n/ atau dalam_.
. perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan_._ e

kemsakan kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang
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Pasal 8

Pengupan berkala sebageumana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

" meliputi:

| ._'._:.(1')

Cas, pernerlksaan dan pC"igujlan fisik kendaraan bermotor, :-- -'
- b. pengesahan hasﬂ uji.

) Kewa_uban untuk melaksanakan pengujian berkala. sebagaunana
dlmaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekah .

Pasal 9

Keﬁada pemilik/ peniegang kendaraan beﬂnotor “ yang. telah 'melakukazi

. pengujian berkala diberikan tanda bukti lulus berupa buku uji dan tanda

(2)

(3)

uji.

Buku uji sebagaiména dimaksud jjada ayat' (1) memuat keterangan -

e >

identifikasi kendaraan bermotor dan idenﬁtab pemilik, spes1ﬁka51 teknis,
- hasil uji, dan masa berlaku uji. . h

Tanda uji sebagmmana dimaksud pada ayat (1] berupa data mengena1
a. kode Wﬂayah pengujian; : : ey
b. nomor uji kendaraan; dan ' : i

c.- masa berlaku.

’I‘anda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada

~ayat (1}, dmydtakan tidak berlaku atau dicabut, apabila :

a. sudah habis masa berlaku dan tidak melaksanakan pengujlan'
- kembali;

.. b. melakukaﬁ perubahan atau menggantx sebagian atau seluruh atas
- : bukuuji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang N

B : berlaku

c kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhl persyaratan tekms dan o

(1

laik jalan, baik disebabkan perubahan teknis, kecelakaan maupun
~ hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan ‘bermoter
tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 10
Selain meﬁdapaﬂcan buku uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) kepada pemilik/pemegang, diberikan pula tanda
samping.

.Tanda samping sebagalmana dimaksud pada ‘ayat (1), '."__mémﬁ_at

keterangan mengenai :

- .a. berat kesong kendaraan;

b, jumlah berat yang dlperbolehkan dan Jumlah berat yang dlzmkan "

untuk kendaraan bermotor tunggal;

“ ¢. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi- yang E

diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat
- kombinasi yang diizinkan ~untuk kendaraan bermotor yang _'
- dirangkaikan dengan kereta gandeng atau kercta tempelan SR
. daya angkut orang dan barang;

5'3-: R kelaS _lalan terendah yang boleh dllalul dan S

10
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" f. masa berlaku uji berkala.

@

Pasal 11

_ Pengu_uan berkala sebagalmana ‘dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat_ S

o "_.dlldksanakan oleh Dinas . Pcrhubungan, Komumnikasi - dan mformatlka'.'-_
* .- Kabupaten Kapuas Hulu atau unit pengujian kendaraan bermotor seluruh.'}- B
o 'w1layah Repubhk Indonesxa - SRS e

Pasal 12

E (1) - "Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wapb u.]1'__-i" B

' dlselcnggarakan baik secara statis maupun keliling. -

'Kendaraan bermotor Wajlb up yang akan melakukan pemenksaan tckms L

o hams dalam keadaan ber31h dan siap untuk dlpenksa

(L)
~ wajib memberitahukan kekurangannya kepada pemlllk/ pemegang

(2)

(3)
o pengupan ulang Selan_]utnya dikenakan blaya pengu_}xan

BEECIR

Ketentuan lebih lan_]ut mengenai  teknis pelaksanaan pengupan"-'_.-_

kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupatl

Pasal 13

Dalam hal pengujian kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
kendaraan, sekurang-kurangnya:

a. perbaikan yang harus dilakukan;
b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.’

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima

~ pemberitahuan, pemilik/pemegang kendaraan harus menguji k::ﬂloah

kendaraannya dengan tidak dipungut biaya.

Dalam hal pengu_]lan ulang ternyata masih dmyatakan t::dak 1ulub, untuk |

Pasal 14

Dalaxn hal pemlhk/ pemegang kendaraan keberatan atas has11 pengujlan: R
'sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada Dinas Per“mbungaﬁ cﬁumka=51 da“l
: Informatlka Kabupaten Kapuas Hulu. o

,'Dalam waktu 2 (dua) han kerja setelah menerima keberatan Dmas
.~ Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu =
- harus - memberikan = keputusan diterima atau dztolak kepada
pemﬂlk/ pemegang kendaraan disertai dengan alasannya S o

Dalam hal keberatan dltenma harus dllakukan pengujian ulang

-Dalam hal permohonan dltolak dan/ atau setelah dﬁakukan pengujlan ER
L tilang - sebaga:cmana dimaksud pada ayat (3), ternyata tidak lulus S

o L pe“mhk/ pemegang ttdak dapat menga_]ukan Iag1 permohonan keberatan

11
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Pasal 15

Permhk/ pemegang kendaraan bermotor dapat memmdahkan pengu_uan T

S kendaraannya ke daerah lain.

| _(-2') :

_Pennndahan pcngujxan “berkala sebagaumana dunaksud pada ayat (1)

harus mendapatkan rekomendasi dari Dmas Perhubungan, Komumkas1 |

_ 'dan Informatlka Kabupaten Kapuas Hulu
(3) 5 Perubahan status dan Jatau perubahan spesﬁikam teknls kendaraan _
© . bermotor-dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis serta ..
i mendapat. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komur_nka_m dan

T 'Informatlka Kabupaten Kapuas Hulu

@

(1) .
"Hulu harus dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu. .
_Penilaian teknis sebaga:mana dimaksud pada. ayat ( 1), berlaku bagi
'+ kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan kendaraan milik -
1 Pernermtah Daerah yang akan dilelang: dan/atau kendaraan angkutan .
: _,penumpang umum yang akan diremajakan. . B

@)

'Bagl kendaraan bermotor yvang akan habzs masa ujinya karena alasan
~.operasional dapat . menumpang uji setelah mendapat persetujuan dan
-1-__penyelenggara pengu_]lan d1 mana kendaraan tersebut terd'lfta_r

 BABIV .
PENILAIAN TEKNIS
Pasal 16

Setlap kendaraan bermotor yang berada d1 Wllayah Kabupaten Kapuas

Pemlalan teknis sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1lakukan terhadap

L kOI’ldlSl ﬁ51k kendaraan bermotor.

_Untuk penilaian teknls terhadap kOIldlSl ﬁ31k kendaraan bermotor chluar' - _' 3:.
- _kepemlllkan Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu dlkenakan retnbu51 O

o (5) -.Terhadap kendaraan bermotor yang telah dﬂakukan penllalan teknls" o

e dlbenkan tanda bukti berupa surat keterangan hasil penilaian teknis dari
~..'Dinas Perhubungan Komun1kas1 dan Informanka Kabupaten Kapuas
' Hulu - -

)

--.:f{etentuan 1eb1h lan_[ut mengenai pemlalan tcknzs kenda_raa.n bermotor e
L '_akan d1atur dengan Peraturan Bupatl - L .

"BABV _'
 RETRIBUSI
Bagian Kesatu
| Nama Objek dan Subjek Retnbusi_ :

127



Pasal 17 '.

: _Dengan nama Retnbus1 Pengu_]lan Kenda.raan Bermotor dlpungut retnbum
" atas sctlap pclaksmaan pcla‘ ranan peﬂmuan L:cndaraap bemotor R P

Pasa.l 18

. B I

g Objek retnbum pengujian. kendaraan bermotor adalah pelayanan pcngujlan
kendaraan bermotor yang dlselenggarakan oleh Pemermtah Kabupaten

' _Kapuas Hulu meliputi : g S : :

.- mobil bus; -

- mobil penumpang umum

- kendaraan khusus;

. kereta gandengan;

- kereia tempelan; dan

' kcndaraan lam yang SC_]CI’IIS

moan .;r_m

Pasal 19

) ("5)_';-:_-'_Sub_]ek retrlbusx pengujxan kendaraan berrnotor adalah setlap orang al:au -
' . badan.yang rncmpcroleh pelayanan pengu_]lan kendaraan bermotor yang e

d1m111k1 dan / atau dlkuasamya

| : (6.) | -Subjek Retnbus1 sebagannana d_tmaksud pada ayat (1) merupakan Wa_}lb_ |
S '_m-;tuouSl . L : : o o

Golongan Retnbum o o
© Pasal20 o
o Retﬂbuéi-.-'ipehgujian kendaraan berrnot_or_ digélongkan sebagai- jre_'ff.rfil':cusi ja'sa.
_ L Baglan Ket:lga E o c
Cara 'viengukur Tingkat Penggunaml Jaba PR
: Pasal 21 SRR

_ngkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dmkur berdasarkan e
.. - frekuensi pengujian: kendaraan bermotor,- }CHIS kendaraan bermotor dan'- IR
penoganuan materlal kelengxapan pengujlan : S

N | Baglan Keempat o
Pnnsup dan Sasaran Penetapan Tarif
Pasal 22

i
i

[ 1) Prmsxp dan sasaran dalam penetapan tarif retribust pengupan kendaraan e
- bermotor dengan ‘memperhatikan biaya - penyedlaan Jjasa, . kemampuan’-. o
'- masyarakaL, aspek keadllan da_n efekuﬁtas pengendahan atas pelayanan prand

tersebut

13
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Ry (2) Blaya sebagazmana dlmaksud pada ayat (1) mehpuu blaya operasmnal dan
L pemchharaan blaya Dunga dan biaya modal. S A

~ Bagian Kehma
Struktur dan Besarnya Tanf Retnbu31
‘ Pasal 23 |

FAETE _':: Struktur dan besarnya rctnbus1 untuk setlap pengu_]lan kendaraan bermotor
adalah sebagm berlkut ‘ _ . R

. URAIAN

RINCIAN TA.RIF

JBB <
2500 Kg

JBB 2500-
5000 Kg -

3

3'-5000-Kg'. | .

Bzaya Pengujlan Kepdaraan
Bermotor

.| a. Pengujian Awal
b. Biaya Uji Berkala

35.000,- |-
~ 33.000,-

28.000,-

4

40.000,-

50.000,-| -
38.000,-|

2

Tmmopapop

Jasa Pemeriksaan
Lampu

Rem

. Kelistrikan
Suspensi .
- Aksesoris -

Gas Buang
‘Alat Berat

Penggantlan Buku U_]l

Perlenﬂkapan Plat Up

St.lkchanda Samplng

Pengecatan Tanda Sampmg

I Blaya Penghapusan

Kendaraan Dmas
a. Sepeda Motor

| b.Mobil

- I Numpang Uii |

a. Dalam Propmm

10.000,-
10.000.-
10.000 -

- 10.000,-
©10.000,-

10.000,-

15.000,-

15.000,- |

25.000,-

'50.000,-
.+100.000,- | .

- 35.000,-
50.000,-.

© 10.000,- |

10.000,-
-~ 10.000,-

10.000,-
~ 15.000,-

15.000,-

25.000,- | 2

150.000 -

50.000,- |-

10.000,~ | -
-+ 10.000,- |-

10. 000,-
110,000, -

10.000-|. -
10.000,- | -
10000,- |«
10:000 -

kehpatan

/3000 o

JBB

10, 000 I
.15-000--

15 ooo S

| -200.000;5 R

75 000 -

o :1 b Luar Propm51 :

14

B -75.000,"—

100.000,-|

25! 000 . '_ N
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i :'j;';:__:'-- Retrlbus1 pengujlan kendaraan bermotor dlpungut dl ‘mlayah Kabupaten-f'_'_[:_- :_-;'
"-""._'-Kapuas Hulu ' - o _ L : IRE

e (11

@

(1
o

Pasal 24

Tanf Retrlbus1 dmnjau kembah palmg Iama 3 (nga) tahun sekah

Penlnjauan Larlf retnbu51 sebagmmana dlmaksud pdda ayat (1) dllakukan R

dengan memperhatikan indeks harga dan perkemba:ngan perekonomian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Derubahan tarlf sebagalmana dlmaksud ' :
o pada ayat (2) dlatur dengan Peraturan Bupatl — _ S

Baglan Keenam o
leayah Pemungutan
Pasal 25 o

o __ Baglan KCtLlJUh
| . Masa RetnbuSI dan Saat Retnbu31 Teruta.ng
Y ' Pasal 26 '

'-Untuk kendaraan bermotor waij u_]l ‘masa retrlbusn selama 6 (enam]-----"-f :f:_:' -
o bulan terhltung seJak tanggal pembayaran retrlbum '

Saat retnbu31 terutang adalah pada saat dltetapkan SKRD atau dokumen' do

lam Vang d1persamakan

_- . Baglan Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
. Pasal 27

Pemungutan retr1bus1 tldak dapat dlborongkan

) Retr1bus1 dlpungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lam Yang;___f R

R :j_mpersamakan

o dapat berupa karc1s kupon dan kartu langga_nan

. @)

','Dokumen lam yang dlpersamakan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) ...:': ;j.. -

Hasﬂ pemungutan retrxbusx sebagajmana dunaksud pada ayat [1) dlsetor___'._.-" -
- secara’ bruto ke kas claerah . _ L

L Bagian Kesembilarn,,
i :_Te__lta Cara Pembayaran
e Pasal 28 k
Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. -

s



b

| o (2] Pembaya:an retnbu31 dllaksanakan di kas daerah atau tempat tain ; yang
oo ditunjuk. dengan menggunakan ShRD atdu aokumen lain ‘yang . - -

L (3) _"":Pe'ﬁibaya'ran retribusi ‘terutang sebagaimana dimaksud - 'pé.d'a ayat(l) |

o '_dﬂakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) han se_]ak dxterb1tkannya )
o __SKRD atau dokumen lam yang d1persamakan : oo

(4) : '-Ketcntuan chlh lanJut mengenal tata cara pembayaran penyetoran,=-
'_"_-.'tempat pemba"aran retribust pﬂngu_]lan kendaraan bprmotor dlah1r_:_'_1'j s
o -______dengan Peraturan Bupat1 ' : :

Pasal 29

L (1 ‘Setjap"jje.nﬁbayaran retribuSi dicatat dalam buku pe'herimaan.'

(2) - Penerimaan retnbUSI sebagalmana dn’naksud pada aya.. (1) harus' :
L dlsetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD oleh bendahara_

penurlma Dahng lambat 2'x 24 jam.

- B Ketentuan leblh lanjut mengenai bentuk isi, kualitas dan ukuran buku L

o penerrnaan serta oSR{} d1atur dengdn Peraturan Bupati.

= Bagian Kesepuluh,;
Tata Cara Penagihan
-Pasal 30

-_ {1) Apablla Wajlb retrlbum tidak membayar atan- kurang membayar r¢tr1bus1-- R
.. terutang ‘sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud’ ..
- dalam Pasal 26, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan = -

| _-penaglhan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau .

» surat lain vang se1enls

(2) Pengeluaran S’I‘RD ‘atau surat yang sejems sebagau awal tmdakan ]
- pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera. Setelah 7 (tu_]uh) harz_ G

~sejak jatuh tempo pembayaran

(3) Dalam Jangka Waktu 7 (tu_]uh) hari setelah STRD atau surat- laln yang._

R be_]enls d1terb1tka11 Wa_]lb retnbum harus melu.na31 retr 1bu51 ycmg LCl"UlLdrlg f

-."'_;'(4) Penaglhan retribusi terutang sebagannana dlmaksud pada ayat (1)_'_:_._

dldaﬂ 1.11 dengan surat teguran

o .(5] Ketentuan lebih Ian,]ut mengenai tata cara pelaksanaan penaglhan -

- retribusi d1atur dengan Peraturan Bupdtl

Baglan Kesebelas

Kennganan dan Pengurangan Pembayaran

B - T



Pasal 3'1
o (1) Bupau dapat membenkan pengurangan dan kennganan retr1bus1
L '}_-_ _- ..(2) Pembenan pengurangan dan kennganan retribusi sebagaimana dmmksud -

- pada ayat (1) dengan memperhat:kan kernampuan wa_ub retnbu51, antara-.l.; "
laln untuk mengangsur o ; o

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenau tata cara pengurangan dan kennganan e

o retrlbL,51 dla‘mr denaar\ Peraturan Bupati.

- Bagian Keduabelas |

Péﬁghapu:sari Piutang Retribusi yang Kédaluwar_sa-.
L  Pasal 32 | |

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kEdaluwarSa é.etelé.\hj L

-melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya-.

retribusi, kecuali _]lka wajib retribusi melakukan tindak pxdana di bidang .

. retnbusz

(2) Kedaluwarsa penaglhan retnbu31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)'
tertangguh jika : - ‘ ,
- a. diterbitkan surat tef*m'm atanu :
‘b. ‘ada pengakuan utang retnbu31 dari wa_;zb retribusi balk langsung
maupun tidak langsung. :

(3)1 Dala.m hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
. huruf a, kedaluwarsa penagihan dlhltung sejak tanggal dltenmanya surat
teguran tersebut L e

S [4) Pengakua_n utang retnbus1 secara langsung Scbagalmana dlmaksud pada'_. E

“ayat {2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan -

“masih - mempunyai utang retribusi dan belum melunasmya kepada. S

'pemerlntah daerah. .

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak Iangsung sebagaimana dxmaksucl o

pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan.
. angsuran atau penundaaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
- .wajib retrlbu81 _ -
, _ o Bagian Ketigabelas L
Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa' -
:  Pasal 33 o

.(jll).."__.:_Plutang retribusi- Yang tidak mungkm dltaglh karena hak untuk-
' ﬂelakukan penaglhan Sudah eda;awa“-" dapat du;apaskan K S

(2). Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagalmana‘-:_:: :  .

S d1maksud pada ayat (1) ditetapkan deng,an Kepumsan Bupati

R (3.):' 'Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan plutang retnbusl'{' o

RIS "-yang Sudah kedaluwarsa diatur dcnt,an rera*ura"i thatl

17



(1)

Baglan Keempatbelas
Pengcmbahan Keiebihan Pembayaran
~ Pasal 34

___Atas keleblhan pembayaran Retribusi, Wajib Retnbus1 dapat menga_]ukan:
o permohonan pengembahan kepada Bupati. c o o

'Bupat1 dalam _]angka ‘waktu palmg Iama 6 (enam) bulan, seJak-'-'” _
" diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembavaran Retrxbum R

""-?'-sebagalmana dimaksud pada ayat {1), harus membcnkan keputusan

@

e

Apablla Jangka waktu sebagaunana d:maksud pada a.yat @) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

. pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB -
= 'harus dzterbltkan dalam _}angka waktu paling lama 1 [satu) bulan

_Apabﬁa ‘wajib retribusi mempunyai utang retribusi lamnya keleblhan'_._ AR

s .:_,-"_“-.pcrnbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
dxperhxtungkan untuk melunam terlebih dahulu uta;ng retnbum tersebut '

Pengembahan keleblhan pembayaran retnbus1 sebagalmana d1maksud

pada ayat (1} dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan S

Ry sejak dlterbltkannya SKRDLB.

©) i

9

@

Jika pengembahan kelebihan retribusi chlakukan setelah lewat 2 (dua) |

. bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per
-..'bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pcmbavaran retrlbu31 :

Pasal 35

secara tertulis kepada Bupati paling kurang menyebutkan

‘a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. a]asan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengambllan keleb1han pembayaran Retnbu51 d1sampalkan '_ .
: secara ldngsung atau melalu:i pos tercatat. ' L

Bukt1 penerlrnaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengmman pos tercatat |

mcrupakan bukti saat permohonan diterima B Bupati.

Pasal 36

\Pengembahaﬂ kelebihan Pembayaran Retnbusx dllakukan dengan..:. R
menerbltkan surat penntah membayar keleblhan retnbusx e | o

._Apablla keleblhan pcmbayaran Retnbus: dlpermmngkan dengan utang '
retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan

~ dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

18
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' Bagian Kelimabelas SN o
 Keberatan
Pasal 37

Keberatan dla]ukan secara tertulis dalam bahasa Indonesm dengan'f R

R '-jdisertai alqsan-alasan yang Jclas

Keberatan harus diajukan dalam Jangka Wakm palmg lama 3 (tlga) bulan"'-. o
- sejak tanggal SKRD ditcrbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi- dapat..
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak: dapat d1penuh1 karena IR

R gkeadaan dﬁuar kekuasaannya

B i..j @

1)

Keadaan dlluar kekuasaannya sebagaimana d1maksud pada ayat (3]:_- ) -
- adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wapb"_ T

retnbum

Pengajuan ‘keberatan tldak menunda kewa_]lban membaya.r retribusi dan o
_ pelansa“laan pe‘iag“:han I‘eLl‘IdeI L

Pasal 38

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (énarh) bulan sejak tanggal =

. Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
o dlajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan

(2) .
.. memberikan kapastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa Kcoeratan.__._. L

Ketentuan sebagaJmana dimaksud pada ayat [1) .adalah untuk'

kS Lt 7_-_._yang dla_lukan harus dltetapkan dengan Keputusan Bupatx

5 chutusan Bupatl atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyar.
“atau sebagian, - menolak atau menambah besamya Retnbus1 yang :

B terutana

@

Apablla daiam Jangka waktu sebageuma.na d1maksud pada ayat (1) telah' B 3 S
~ lewat dan Bupati tidak memberi .suatu keputusan, keberatan yans R
§ dla_}ukan tersebut dlanggap dikabuilkan. .

Pasal 39

Jika pengajuéh keberatan dikabulkan seﬁég1aﬁ atau s’cluruhhy.é,ﬂ :' -
" ‘kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan'. - .
‘bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk palmg lama 12 (dua belas) S

o bula_n

e ;-._(2)

_Imbalan bunga sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dxhxtung se_lak balan 2
i pelunasan sampa1 dengan dlterbltkannya SKRDLB - S
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Wa_ub retr1bus1 dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupat1 atau.. o8



T

B :
o -_Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e

- BAB VI
: SANKSI ADMINISTRATIF
" Pasal 40

S fDalam hal wapb retnbus1 tldak membayar tepat waktunya atau kurang'
"rnernbayar dlkenakan sanksi’ admlnlstratle berupa bunga - sebesar 2%. {dua
. perseny bClep bulan dari retribusi yang terutang dta.u Kurdng dlbdyar danﬂ.: '.
il dltag1h dengan menggunakan STRD S o ;

E .. :_f:.-'f_  BAB VI _
INSEN’I‘IF PE\'IUNGUTAN
e  Pasal 41 |
.,::'-'(1-)___:'".Instans1 yang melaksanakan pemungutan Retnbus1 dapat dlben msentlf'
SRR __atas dasar pencapalan klnelja tertentu L . L _
'Besaran msentzf sebagalmana dimaksud- pada ayat (1) dxtetapkan melalul

Ketentuan 1eb1h lanjut mengenai tata cara pemberlan dan pemanfaatan '
insentif sebaga;mana dxmaksud pada avat ( 1) d1atur dengan Peraturan

e Bupau

" BABVII. L
TENAGA PENGUJI 3
Pasal 42 '

"Untuk melaksanakan pengujlan Kendaraan bermotor, dmas Wapb _

~ .-, menyiapkan tenaga. penguji yang harus mem111k1 kuahﬁkam teknls d1_
- =;:f_-:__b1dang pengujlan kendaraan bermotor ol .. L

e

"'_Kuahﬁkam tekms sebaga:lmana dlmaksud pada ayat (1] dzkelompokkan..'

-7 berdasarkan - ﬁngnan. keahlian, wewenang, ‘tanggung jawab -secara

@

B 3":_';’ : beljen_]ang yang telah disahkan oleh pe_labat yang berwena_ng

“ Untuk dapat dlangkat sebaga1 seorang tenaga pengu_u harus
s '-__"dlkukuhkan/ dilantik sebagal tenaga penguji sesuai keahhan wewenang,

| dan tanggung Jawab secara bexjen_lang oleh Bupatl

B
. Bupati.

e

QKetentuan Ieblh Ianjut mengenal tenaga pengujz dlatur dengan Peratm'an_ -

 BABVIII
~ PENGAWASAN
Pasal43

Untuk menjamm kendaraan bermotor,_ kereta gandengan,. kereta"

- ':'__'_'tempeian, kendaraan khusus dan lam yang se]ems agar tetap memenuhz- '

_..20 T



persyaratan telcms dan laik jalan, Dinas berkewajlban melakukan'-.'__';-'-“'.“:"
: "-pengawcman S i o _ _ S
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1] dapat

"'j'-'dﬂakukdn di jalan, tcrminal, jembatan timbang, pool kendaraan gcdung_ ER
o pengujlan dan tempat-tempat lain yang dlanggap perlu - : :

Apablla ditemukan ketldaksesualan persyaratan tekms dan lalk 3alan o
. dinas dapat : Ep

L a. mencabut tanda buktl lulus uji;

e
-~ - wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyldzkan tmdak
,pzdana di bidang retnbu51 daerah. -

| '-(2) ,

e

" ..:_.::____'b ‘memerintahkan secara tertulis kepada pemlhk/pemegang untuk";.;

dllaksanakan uji ulang

Pembmaan pengawasan dan pengendahan Peraturan Daerah 1r11:_ g :'
Foan dltugaskan kepada Dinas dan dalam pelaksanaannya dapat beker_]asama’_,_ '
'-3.;_ﬁdengan instansi tetkeut o s S

| BAB IX
. PENYIDIKAN
Pasal 44

Pejabat Pegawal Negen Sipil di hngkungan Pemenntah Daerah dlben |

Peny1d1k Pegawal Negen Sipil sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
~diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai  dengan ketentuan

peraturan perundang—undangan yang berlaku.

'Wewe“iang Penyidik Pegawal Negeri Sipil sebagalmana dimaksud pada
.. .ayat (1} adaIah L S
..’ 'a. menerima, ‘mencari, mcngumpulkan, dan meneht: keterangan atau SR
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan terscbut menjadi lebih lengkap dan o

B '71p]as
R
b. meneliti, mencari, da_n mengmnpulkan keterangan mengenal orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan o "

~sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

) ¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbad1 atau. badan'_'_?'-" :

 sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

",d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan s

 tindak pidana di bidang retribusi daerah;

~e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bulkti

. “f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas_:.:'
RN penyIdlkan tindak pidana di bidang retribusi daerah; L
. 'g.. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang memnggalkan T
©ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan'_. B

_ pembukuan, = pencatatan, dan dokumen lain, serta. melakukan_-_?: ::_: L

- penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

' memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; .

“h. memotret seseorang yang. berkaltan dengan tlndak pldana retnbum

~daerah;

s f:_j: i memanggil orang untuk dldengar keterangannya dan Ldlpenksa sebagali_ - :
¢ . ‘tersangka atau saksi; R o _
RS I __-menghentlkan penyldlkan,
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k' ‘melakukan * penyelidikan tindak pidana lain yang perlu untuk
- kelancaran . penyidikan tindak pidana ‘di bidang retnbus1 daerah
sesueu dengan ketentuan pemndang-undangan e :

8 Peny1d1k Pegawa1 Negeri Sipil sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)”""_ o
"~ memberitahukan dimulainya penyidikan - dan menyampaikan = hasil -
-penyldlkannya kepada penuntut umum melalui penyidik - pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia,- sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

- merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling

' BAB X
KETENTUAN PIDANA
" Pasal 45

'.'Wéjib retribusi - yérig tldak mclaksanakan kewa31bannya sehmgga

o . -lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) t1ga kah Jumlah
- Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar S __

S

: :deak pldana sebagalmana dimaksud pada ayat (1} adalah pclanggaran

__:.Denda sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan Penenmaan L
_. - negara. : T | o ..

~_ BABXI
~ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengujlan Kendaraan
' Berrnotor dlcabut dan dlnyatakan tidak berlaku o E

Pasa147 o

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal <:11ur1dangkaln | :.:_; o

Dzundangkan di Putu351bau
" padatanggal 14 Januari 2013 '
.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

_.._-.4_'3Agar setlap orang mengetahulnya, memenntahkan pcngundangan Peramran- : o
o -7_Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah : B

Dltetapkan dl Putuss1bau
~ pada tanggal 11 Januarl 2013

| BUPATI KAPUAS HULU
TET
A M_.-NASIR_ e R

L
MUHAMM

8 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013' S

- NOMOR 3 e



L ; I

' PENJELASAN
BT S ATAS | :
o _PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
' NOMOR  TAHUN 2013 | S
o - TENTANG I
EE -RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

UMUM

e 'Peraturan Daerah ini dlsusun dalam rangka pelaksanaan Undang Undang S

.. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta . -
= Petunjuk Pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur Retnbus1 e
e ;'f__'Pengupan Kendaraan Bermotor di wﬂayah Kabupaten Kapuas Hulu R X

Ketentuan tarlf sebagalmana di atur dalam Peraturan Daerah ini S
disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat
dewasa ini dan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu penerimaan .

‘Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut dapat memberikan .- @
dukungan - pembiayaan untuk pelayanan dan penyedlaan fas111tas S
o pengujian kendaraan bermotor ‘ o

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini d1harapkan dapat dlcapal'
keseimbangan antara jasa pengujian yang ‘diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu dengan penerimaan dari Retnbusn Pengu_uan B

- 'Kendaraan Bermotor.

II. -
E F 'Pasal I

""'*Pasal 2

' Pasal4

" Pasal 5

Pasal 11

Pasal 12 . o
_Cl_l_k}lp__jﬁlas : ) .

'_'Pasal 3

& _'PaSal 6

. Pasal 7

PASAL DEMI PASAL

Cukup 3elas. '
Cukup Jclas
Cl:_lkup jelas
Cuk:up jelas
Cu_ktip _}elas
' Cukup jelas -
Cukﬁb _]elas‘ ‘

Cukup Jelas B

y Pasal 10

Cukup _}elas

Cukup Jelas 2

_23..



.- -Pasal 34
D Cukup Jelas .
v Pasal35 '
P e Cukup Jelas' _
"*..-:___Pasal 36 R
ST Cukup jelas
P -ﬁ_'Pasal 37 _ |
' Cukup jelas
Pasal 38

s Pasal 16 ‘
o Cukup_]elas'
EET Pasal w7 oo

e Cukup Jelas |
Pasal 18
" Cukup Jelas'_. o
S ”:Pasal 19 S
Cukup jelas

__Pasal 20 . S
w0 - Cukup jelas

: Pasal 21 SRR

L Pasal 22 :
A Cukup_]elas-

~ Pasal 23 - _
S Cukup _]elas_

: ."Pasal 24 ,
SRS AR Cukup]elas

. Pasal 25

' Pasal 26 -
R Cukup _]elas
Pasal 27 '

:-'Pasal 13 .
EUR R . Cukup JC;&S :
LT Pasal 14 -
Galeni Cukup Jelas'
g :';‘-_Pasal 15

Cukup _]elas

o Cukup Jelas

- Culaup Jelas

Cukup jelés

Pasal 28 :
T Cukup Jelas
-.-_Pasal 290 0 e
Ll Cukup Jelas o
Pasal 30
ST Cukup_]elas
" Pasal 31 o
oo Cukup jelas |
S Pasal32
o . Cukup Jelas ,
_Pasal 33

Cukup Jelas

3 Cukup jelas

~Pasal 39 . |
R Cukup jelas

- _'_:'_Pasal 40 .
Cukup Jelas, :

o2a



) "'_'-_:_Pasal a1 0
Cukup Jelas-' _
a "'_'_iPasa} 42 o
S Cukup jelas

- Pasal 43
S Cukup_lelas :

-Pasal 44
S Cukup_]elas'

BRI '_Pasal 45 o
Cukup Jeias

Pasal_46 SRR
S0 Cukup jelas

Cukup jelas

Cog



